GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 7| TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

a.

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

bahwa  berdasarkan surat Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor: B.148/M.PPN/
D.8/PP.01.01/02/2022 tentang Penyampaian Penetapan
Pulau Belitung sebagai Lokasi Pertemuan Tingkat Menteri
Pembangunan DWG G20 Presidensi Indonesia 7-9
September 2022, dan surat Permohonan Dukungan
Kesiapan Penyelenggaraan serta Berita Acara Kesepakatan
antara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan
Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor: 900/24/BAKUDA-TAPD dan Nomor: 188.44/
01/DPRD/2022 tentang Penambahan Kegiatan/Sub
Kegiatan Baru pada KUA dan PPAS yang Tidak Terdapat
dalam RKPD Tahun Anggaran 2022, perlu untuk
melakukan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022;




Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);



Menetapkan

10.

.

12,

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 1
Seri A);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 seri D);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2022.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun
2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2022 Nomor 2 Seri A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah,
dan pembiayaan daerah.

(2) APBD Provinsi Tahun Anggaran 2022 berjumlah
Rp2.425.487.337.800,00 (dua triliun empat ratus dua
puluh lima miliar empat ratus delapan puluh tujuh
juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus
rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja
daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian
sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp2.234.913.907.489,00

b. Belanja Daerah Rp2.425.487.337.800,00

c. Surplus/(Defisit) (Rp190.573.430.311,00)

d. Pembiayaan Daerah:
1) Penerimaan Pembiayaan Rp288.766.481.503,00
2) Pengeluaran Pembiayaan Rp98.193.051.192,00
3) Pembiayaan Netto Rp190.573.430.311,00

e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
RpO0,00



Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022
direncanakan sebesar Rp2.234.913.907.489,00 (dua
triliun dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus
tiga belas juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus
delapan puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp
1.420.398.972.301 (satu triliun empat ratus dua
puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta
sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus satu
rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp 1.420.398.972.301 (satu triliun empat ratus dua
puluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta
sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus satu
rupiah) yang terdiri atas:

a. Dana Perimbangan:

1) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
Rp165.966.646.000,00;

2) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Rp940.858.778.000,00;

3) Dana Transfer Khusus — Dana Alokasi Khusus
Fisik Rp142.493.112.560,00;

4) Dana Transfer Khusus — Dana Alokasi Khusus
Non Fisik Rp164.884.762.741,00.



b. Dana Insentif Daerah Rp6.195.673.000,00

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp0,00 (nol rupiah).

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp89.131.599.533,00 (delapan
puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga
puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah)
yang terdiri atas:

a. Anggaran hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah);

b. Anggaran Jasa Giro pada Kas Daerah direncanakan
sebesar Rp7.861.413.722,00 (tujuh miliar delapan
ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga belas
ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

c. Anggaran Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang
Pemerintah Daerah direncanakan sebesar
Rpl11.747.219.912,00 (sebelas miliar tujuh ratus
empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu
sembilan ratus dua belas rupiah);

d. Anggaran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
direncanakan sebesar Rp507.468.685,00 (lima ratus
tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu
enam ratus delapan puluh lima rupiah);

e. Anggaran Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk
Lain direncanakan sebesar Rp1.107.459.258,00 (satu
miliar seratus tujuh juta empat ratus lima puluh
sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);

f. Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan
Pelaksanaan  Pekerjaan  direncanakan  sebesar
Rp593.534.403,00 (lima ratus sembilan puluh tiga
juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus
tiga rupiah);



g. Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah
direncanakan sebesar Rpl2.164.179.600,00 (dua
belas miliar seratus enam puluh empat juta seratus
tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang
terdiri atas:

1) Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) direncanakan sebesar Rp11.299.756.900,00;

2) Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB) direncanakan sebesar
Rp864.422.700,00

h. Anggaran Pendapatan dari Pengembalian
direncanakan sebesar Rp10.247.769.242,00 (sepuluh
miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus
enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh
dua rupiah) yang terdiri atas:

1) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan direncanakan
sebesar Rp4.769.274.943,00;

2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Perjalanan Dinas direncanakan
sebesar Rp5.478.494.299,00

1. Anggaran Pendapatan BLUD direncanakan sebesar
Rp42.902.603.000,00 (empat puluh dua miliar
sembilan ratus dua juta enam ratus tiga ribu rupiah).

Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
direncanakan sebesar Rp89.131.599.533,00 (delapan
puluh sembilan miliar seratus tiga puluh satu juta lima
ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh
tiga rupiah).

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
direncanakan sebesar Rp2.425.487.337.800,00 (dua



trililun empat ratus dua puluh lima miliar empat ratus
delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu
delapan ratus rupiah) yang terdiri atas:

a
b.

5

B

Belanja Operasi;
Belanja Modal;
Belanja Tidak Terduga; dan

Belanja Transfer.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 10

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar
Rp1.656.422.901.601,00 (satu triliun enam ratus lima
puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta
sembilan ratus satu ribu enam ratus satu rupiah)
yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Bunga;

d. Belanja Subsidi;

e. Belanja Hibah; dan

f. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp901.167.140.782,00
(sembilan ratus satu miliar seratus enam puluh tujuh
juta seratus enam puluh tujuh juta seratus empat
puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b  direncanakan  sebesar
Rp660.520.154.275,00 (enam ratus enam puluh
miliar lima ratus dua puluh juta seratus lima puluh
empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



(7)

huruf e direncanakan sebesar Rp92.160.768.544,00
(sembilan puluh dua miliar seratus enam puluh juta
tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus
empat puluh empat rupiah)

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f  direncanakan sebesar
Rp2.574.838.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh
puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan
ribu rupiah ).

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud

(2)

3)

dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp901.167.140.782,00 (sembilan ratus satu miliar
seratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh
ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) yang
terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN;

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH;

g. Belanja Pegawai BOS; dan
h. Belanja Pegawai BLUD.

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp429.375.658.694,00 (empat ratus dua puluh
sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam
ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan
puluh empat rupiah).

Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp321.403.389.538,00 (tiga ratus dua puluh satu
miliar empat ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh



(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp89.366.110.317,00 (delapan puluh sembilan miliar
tiga ratus enam puluh enam juta seratus sepuluh
ribu tiga ratus tujuh belas).

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp40.474.748.879,00 (empat puluh miliar empat
ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat
puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh
sembilan rupiah)

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rpl.589.192.154,00 (satu
miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus
sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh empat
rupiah).

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp1.610.000.000,00
(satu miliar enam ratus sepuluh juta rupiah).

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol
rupiah)

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp17.348.041.200,00 (tujuh belas miliar tiga ratus
empat puluh delapan juta empat puluh satu ribu dua
ratus rupiah)

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 12

Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp429.375.658.694,00 (empat
ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh
puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu
enam ratus sembilan puluh empat rupiah) yang



(2)

3)

(4)

)

()

terdiri atas:

. Belanja Gaji Pokok ASN;

o o

. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;

0

. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;

jo N

. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;

(¢

f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;

oo

. Belanja Pembulatan Gaji ASN;

ke

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;

. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN:

L

k. Belanja Iuran Kematian ASN; dan

. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan
Perumahan Rakyat ASN.

Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp301.976.647.710,00 (tiga ratus satu miliar
sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus
empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah ).

Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp31.014.954.311,00 (tiga puluh satu miliar empat
belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga
ratus sebelas rupiah).

Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp10.294.325.471,00 (sepuluh miliar dua ratus
sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima
ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp21.081.331.961,00 (dua puluh satu miliar delapan
puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu
sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

Belanja  Tunjangan Fungsional Umum ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp6.328.954.275,00 (enam
miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan
ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh
lima rupiah)



10.

(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f  direncanakan sebesar
Rp20.701.180.811,00 (dua puluh miliar tujuh ratus
satu juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus
sebelas rupiah).

(8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp953.403.241,00 (sembilan
ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga ribu dua
ratus empat puluh satu rupiah).

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp11.413.953,00 (sebelas juta empat ratus tiga belas
ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).

(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp33.124.969.580,00 (tiga puluh tiga miliar seratus
dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh
sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

(11) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
direncanakan sebesar Rp1.129.718.623,00 (satu
miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus
delapan belas ribu enam ratus dua puluh tiga
rupiah).

(12) Belanja Iuran Kematian ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar
Rp2.558.854.215,00 (dua miliar lima ratus lima
puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat
ribu dua ratus lima belas rupiah).

(13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan
Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar
Rp170.308.543,00(serratus tujuh puluh juta tiga
ratus delapan ribu lima ratus empat puluh tiga
rupiah).

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar
Rp374.471.644.945,00 (tiga ratus tujuh puluh empat
miliar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus



=

empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima
rupiah) yang terdiri atas:

a.

Anggaran Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar
Rp499.390.000,00 (empat ratus sembilan puluh
sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin
direncanakan sebesar Rp118.140.968.285,00 (seratus
delapan belas miliar seratus empat puluh juta
sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus
delapan puluh lima rupiah);

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan
direncanakan sebesar Rp102.425.029.383,00 (seratus
dua miliar empat ratus dua puluh lima juta dua
puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga
rupiah);

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
direncanakan sebesar Rp147.637.375.073,00 (seratus
empat puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh
tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh
puluh tiga rupiah)

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
direncanakan sebesar Rp5.768.882.204,00 (lima
miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan
ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat
rupiah)

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 18

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp198.444.720.725,00 (seratus sembilan puluh
delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta
tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh
lima rupiah) yang terdiri atas:

a. Pelampauan Penerimaan PAD;
b. Penghematan Belanja; dan

c. Sisa Dana Akibat Tercapainya Capaian Target
Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.

Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00
(nol rupiah).

(3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol
rupiah).

(4) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target
Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp198.444.720.725,00 (seratus
sembilan puluh delapan miliar empat ratus empat
puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh
ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal A& jul)’ 2022

PJ. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

”

RIDWAN DJAMALUDDIN

\

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal % Wi 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPUFAUAN BANGKA BELITUNG,

AZIARTO

BERITA DAE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
NOMOR 3 SERI A



